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ABSTRAK

Penguasaan tanah tanpa hak merupakan suatu penguasaan tanah yang
dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk menikmati atau menggunakan
tanah tersebut yang bukan tanah miliknya tanpa alas hak dan juga secara melawan
hukum. Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum
sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda
wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar, beralih ke tangan pihak
ketiga atau ke tangan ahli waris dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian,
hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan
mengembangkan harta benda wakaf. Hal itu juga karena sikap masyarakat yang
kurang peduli atau memahami status harta benda wakaf yang seharusnya
dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan
peruntukan wakaf. Akibat hukum pemakaian hak atas tanah oleh pihak yang tidak
berhak di atas tanah wakaf, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan
hukum. Perlindungan hukum terhadap penguasaan tanah wakaf oleh penerima
wakaf (nazhir) atas pembangunan sekolah untuk kepentingan bisnis di atas tanah
wakaf dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 380 K/Ag/2014 adalah nadzir
meminta secara baik-baik kepada para tergugat untuk mengembalikan dan keluar
dari tanah objek perkara tersebut karena tanah tersebut merupakan wakaf umat
Islam yang tidak boleh dimiliki secara pribadi tetapi para tergugat tidak bersedia
dan tidak mau untuk keluar dari tanah wakaf tersebut dengan alasan bahwa para
para tergugat adalah pemilik tanah dan bangunan yang dimaksud..

Kata Kunci: Melawan Hukum, Pembangunan Rumah, Tanah Wakaf

ACTIONS UNTIL THE LAW DUE TO BUILDING HOUSE
ON WAKAF LAND

ABSTRACT

Land tenure without rights is a land possession carried out by a person or
legal entity to enjoy or use the land which is not his land without any basis of
rights and also against the law. Wagf practices that occur in people's lives have
not fully run in an orderly and efficient manner so that in various cases waqf
assets are not properly maintained, abandoned, transferred to the hands of third
parties or into the hands of heirs in a way against the law. Such a situation is only
due to negligence or inability of nazhir to manage and develop waqf assets. This
is also due to the attitude of the people who do not care or understand the status
of wagf assets which should be protected for the sake of the general welfare in
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accordance with the purpose, function and designation of waqf. As a result of the
legal use of land rights by parties who are not entitled to waqf land, the act is an
unlawful act. Legal protection against wagf land tenure by waqf recipients
(nazhir) for the construction of schools for business interests on wagf land in the
Supreme Court decision No. 380 K/Ag/2014 is nadzir politely asking the
defendants to return and get out of the object land The case is because the land is
a wagf of Muslims which cannot be owned privately but the defendants are not
willing and unwilling to leave the wagf land on the grounds that the defendants
are the owners of the land and buildings in question.

Keywords: Against the Law, House Construction, Wagf Land

PENDAHULUAN

Penguasaan atas tanah merupakan suatu hal yang sering terjadi dalam
kehidupan sehari-hari, dimana penguasaan tanah merupakan suatu tindakan
menguasai tanah hak milik maupun bukan hak miliknya untuk menggunakan atau
menikmati tanah tersebut untuk kepentingan dirinya. Kenyataannya penguasaan
tanah bukan hanya terjadi pada tanah yang belum memiliki sertifikat atau tanah
terlantar atapun pada tanah milik adat yang belum dibuat sertipikat, namun juga
dapat terjadi pada tanah yang telah memiliki sertifikat.

Penguasaan tanah tanpa hak merupakan suatu penguasaan tanah yang
dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk menikmati atau menggunakan
tanah tersebut yang bukan tanah miliknya tanpa alas hak dan juga secara melawan
hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa hampir semua kasus yang berkaitan
dengan pertanahan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yaitu dengan
menguasai tanah milik orang lain secara tanpa hak.

Seseorang yang menguasai tanpa hak milik orang lain, maka hal tersebut
termasuk ke dalam perbuatan tanpa hak dan melawan hukum. Perbuatan melawan
hukum (onrechtmatige daad) dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar
hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang
karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Salah satu contoh perbuatan melawan hukum adalah membangun rumah
di atas tanah wakaf secara tidak sah tanpa seizin pemilik yang menimbulkan

sengketa. Konflik (sengketa) tanah merupakan persoalan yang bersifat klasik dan
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selalu ada di mana-mana di muka bumi. Oleh karena itu, konflik yang
berhubungan dengan tanah senantiasa berlangsung secara terus-menerus, karena
setiap orang memiliki kepentingan yang berkaitan dengan tanah.
Kasus penguasaan tanah wakaf oleh orang atau pihak yang tidak berhak

dapat dikemukakan putusan dari Mahkamah Agung, dalam putusan Nomor 380
K/Ag/2014 sengketa wakaf terjadi akibat penguasaan yang dilakukan oleh pihak
ketiga yang dilakukan dengan awalnya meminjam sebagian obyek sengketa
tersebut kepada H. Adam (kepala Distrik) penguasa pada waktu itu untuk
menempati tanah wakaf yang belum digunakan untuk pembangunan Masjid. H.
Adam memberi pinjam Obyek sengketa kepada Alwi Alkaf dengan syarat tidak
boleh mendirikan rumah permanen dan bilamana masjid memerlukan maka harus
segera dikosongkan, kemudian Alwi Alkaf menerima syarat yang diajukan
tersebut dan Alwi Alkaf membangun rumah sederhana pada obyek sengketa
seluas £ 395 m2 dan sejak itulah Alwi Alkaf tinggal di obyek sengketa. Setelah
Alwi Alfak meninggal dunia, maka tanah wakaf yang dikuasainya secara turun
temurun dikuasai lagi oleh anak-anaknya selaku ahli warisnya yang telah
disertifikatkan hingga sekarang. Pada tahun 2005 dilakukan pembangunan mesjid
dan tanah yang dikuasai oleh para tergugat tetapi para tergugat menolaknya.
Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana akibat hukum pemakaian hak atas tanah oleh pihak yang tidak

berhak di atas tanah wakaf.
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penguasaan tanah wakaf oleh

penerima wakaf (nazhir).
3. Bagaimana pertimbangan hukum dalam Mahkamah Agung Nomor 380

K/Ag/2014.

METODE PENELITIAN
Objek dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor
380 K/Ag/2014 tentang perbuatan melawan hukum akibat membangun rumah di

atas tanah wakaf.
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Penelitian ini bersifat deskriptif karena hanya akan memaparkan obyek
yang diteliti, diselidiki dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan
perundang—undangan yang menyangkut permasalahan di atas. Jenis penelitian
yang dipergunakan adalah hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis
normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yaitu
meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder.

Metode yang dilakukan adalah dengan pendekatan yuridis normatif.
Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mempelajari peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 380
K/Ag/2014.

Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan tersebut, penulis
melakukannya dengan cara meneliti peraturan-peraturan, perundang-undangan,
keputusan-keputusan pengadilan, surat-surat edaran maupun Yyurisprudensi,
majalah-majalah hukum, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana
hukum terkemuka yang merupakan data sekunder, kemudian dikaitkan dengan
keadaan yang sebenarnya, yaitu tentang perbuatan melawan hukum akibat
membangun rumah di atas tanah wakaf.

Digunakan juga bahan-bahan hukum yang berupa sumber hukum dalam
arti formil (peraturan perundang-undangan) dan studi kepustakaan, pendekatan
yang bertujuan untuk memperoleh peraturan-peraturan yang berlaku tentang
perbuatan melawan hukum akibat membangun rumah di atas tanah wakaf.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data
yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisa secara kualitatif
untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis data
kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis,
yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga
perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASASN
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Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap
orang tentu memerlukan tanah bahkan bukan hanya dalam kehidupannya, untuk
matipun manusia masih memerlukan sebidang tanah. Berhubung oleh karena itu,
bertambah lama dirasakan seolah-olah tanah menjadi sempit, menjadi sedikit,
sedangkan permintaan tinggi. Tidak seimbangnya antara persediaan tanah dengan
kebutuhan akan tanah itu telah menimbulkan berbagai persoalan yang banyak
segi-seginya.

Penguasaan tanah atau hak menguasai atau bezit atas tanah. Sebagai awal
ditentukan pengertian dari menguasai dalam Pasal 529 KUHPerdata dari istilah
bezit yang berarti : Kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan baik
dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain dan yang
mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu.

Pihak yang berwenang dan berhak untuk mempergunakan tanah adalah
setiap orang atau badan hukum yang diberikan hak atas tanah oleh Negara yang
dibuktikan dengan Sertifikat atau surat/izin lainnya yang ditentukan dalam
undang-undang. Setiap penggunaan tanah yang tidak didasarkan atas hak
atas tanah adalah suatu tindakan yang melawan hukum.

Pemegang hak atas tanah dapat mengajukan gugatan untuk
mempertahankan dan melindungi hak yang dipegangnya dalam jangka waktu 1
(satu) tahun terhitung mulai dari hari penggugat kehilangan seluruh kedudukannya
dan gugatan perbuatan melawan hukum apabila timbul kerugian atas hal tersebut.

Penguasaan yuridis, biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah
yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisik dilakukan oleh
pihak lain. Misalnya, seseorang memiliki tanah tidak mempergunakan tanahnya
sendiri melainkan disewakan kepada pihak lain, dalam hal ini secara yuridis tanah
tersebut dimiliki oleh pemilik tanah, akan tetapi secara fisik dilakukan oleh
penyewa tanah. Ada juga penguasaan secara yuridis yang tidak memberi
kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik. Misalnya,
kreditor (bank) memgang jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis
atas tanah yang dijadikan agunan (jaminan), akan tetapi secara fisik penguasaan

tanahnya tetap ada pada pemegang hak atas tanah. Penguasaan yuridis dan
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fisik atas tanah ini dipakai dalam aspek privat, sedangkan penguasaan yuridis
yang beraspek publik, yaitu penguasaan atas tanah sebagaimana yang disebutkan
dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA.

Penguasaan tanah tanpa hak merupakan suatu bentuk penggunaan ataupun
pemanfaatan sebidang tanah tanpa seijin atau sepengetahuan bahkan secara
melawan hukum atas suatu bidang tanah. Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu
perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan
di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah Negara), maupun
yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu. Penguasaan dan penggunaan tanah
tanpa ada landasan haknya (ilegal) tidak dibenarkan, bahkan diancam dengan
sanksi pidana. Penguasaan tanpa hak disebabkan oleh kebutuhan, mata
pencaharian, kesempatan, dan kurangnya pengawasan. Akibat hukumnya adalah
bahwa mereka yang menguasai tanpa adanya alas hak secara hukum tidak sah
karena tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Penguasaan tanah tanpa hak merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
Pasal 1365 KUHPerdata memuat ketentuan sebagai berikut : “Setiap perbuatan
melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain,
mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan Kkerugian itu
mengganti kerugian”. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan
yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan
kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang.
Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-
undang. Selain perbuatan tersebut melanggar undang-undang, juga melanggar
kepentingan umum, kepatutan kesusilaan dan oleh karena perbuatan tersebut
menimbulkan kerugian bagi orang lain. Selain itu orang yang melakukan
perbuatan melawan hukum harus memiliki kesalahan baik itu sengaja ataupun
lalai, Juga harus Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Dalam pengertian bahwa
kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :
kerugian materil maupun immaterial dan ada hubungan kausalitas atau sebab

akibat antara perbuatan dan akibat.
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Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum : Suatu bentuk ganti rugi
yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak
yang dirugikannya. Seperti dalam kasus Lindenbaum melawan Cohen
memperluas pengertian melawan hukum bukan hanya sebagai perbuatan
melanggar undang-undang, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar
kepatutan, kehati-hatian dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama
masyarakat terhadap benda orang lain.

Menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, maka
syaratnya adalah:

1. Adanya perbuatan.
Perbuatan yang dimaksud adalah baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif.
Perbuatan aktif berarti seseorang melakukan perbuatan secara aktif, yang
dengan perbuatan itu merugikan orang lain. Sebaliknya, perbuatan pasif dapat
diartikan sebagai dengan tidak melakukan perbuatan apa-apa dapat merugikan
pihak lain. Perbuatan Melawan Hukum dalam hal ini harus diartikan baik
Perbuatan Melawan Hukum dalam arti sempit maupun Perbuatan Melawan
Hukum dalam arti luas. Secara sempit Perbuatan Melawan Hukum dapat
diartikan sebagai melanggar undang-undang, sedangkan secara luas harus
diartikan sebagai tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan tapi
juga melanggar hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si
pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepentingan
umum.

2. Kesalahan.
Perbuatan melawan hukum itu harus mengandung kesalahan, baik dalam
bentuk kesengajaan maupun kealpaan, yang karena perbuatannya itu
kemudian menyebabkan terjadinya akibat (kerugian).

3. Adanya kerugian.
Kerugian dalam hal ini dapat berupa kerugian materil maupun imateril.

4. Adanya kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian.
Hubungan antara perbuatan melawan hukum dan kerugian secara kausalitas

harus langsung, yaitu Perbuatan Melawan Hukum tersebut yang secara
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langsung, dan merupakan satu-satunya alasan, yang menyebabkan terjadinya
kerugian (adequate veroorzaking). Kerugian tersebut harus merupakan akibat
dari perbuatan salah dari si pelaku, yang tanpa perbuatannya itu kerugian
tersebut tidak akan muncul. Dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, maka
seseorang dapat menuntut ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum.

Ganti rugi bisa berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi inmateriil.
Kerugian materiil adalah suatu kerugian dalam bentuk uang/kekayaan/benda.
Sedangkan kerugian inmateriil adalah suatu kerugian yang tidak benilai uang,
seperti rasa sakit, nama baik, dan lain-lain. Untuk menentukan luasnya kerugian
yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut,
untuk itu pada azasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam
keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang
dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita
pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu
yang akan datang.

Ganti rugi atas perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah milik
orang lain tanpa dasar hak, haruslah memenuhi unsur tersebut di atas dan
penuntutan ganti rugi tersebut dapat di tuntut kepada seseorang atau
korporasi melalui pengadilan, badan atau lembaga yang terkait dan berwenang,
ataupun langsung kepada yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut
dengan upaya mediasi.

Dihubungan dengan akibat hukum pemakaian hak atas tanah oleh pihak
yang tidak berhak di atas tanah wakaf, maka penguasaan obyek sengketa oleh para
tergugat adalah penguasaan tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang sah. Khusus
dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 27/Pdt.G/2013/PA.GM. yang dikuatkan
oleh putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 133/Pdt.G/2013/PTA.MTR.
Perbuatan para tergugat yang menguasai obyek sengketa tanpa hak dan tanpa
dasar hukum yang sah, maka segala surat atau sertifkat yang terbit atas
penguasaan para tergugat adalah tidak mengikat dan batal demi Hukum. Akibat
hukum pemakaian hak atas tanah oleh pihak yang tidak berhak di atas tanah

wakaf, maka para tergugat untuk menyerahkan kembali obyek sengketa kepada
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para penggugat tanpa syarat apapun juga sebagai tanah wakaf Masjid Jami’ Baital
Atiq untuk dipergunakan sebagai lahan perluasan dan menghukum para tergugat
atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam
poin 3 (tiga) untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada para Penggugat
sebagai tanah wakaf.

Setiap perbuatan yang dilakukan seseorang ataupun badan hukum akan
menimbulkan suatu akibat yang baik maupun yang buruk, terutama dalam hal ini
mengenai wakaf. Di dalam wakaf setiap perbuatan wakaf salah satu contohnya
perubahan peruntukan tanah wakaf menimbulkan akibat atau dampak dari dua
segi yaitu segi yang baik maupun yang buruk. Dari segi yang baik biasanya jarang
menimbulkan suatu perselisihan, umumnya yang sering menimbulkan perselisihan
atau adanya suatu sengketa dari segi yang buruk. Hal ini dikarenakan dalam
pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

Nadzir wakaf adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk
memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf
tersebut. Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi nadzir selama ia mempunyai
hak melakukan tindakan hukum. Ulama figih sepakat mengatakan bahwa pihak
yang berwakaf boleh menunjukkan seseorang atau lembaga yang akan mengelola
harta wakaf, baik menunjuk pribadi langsung maupun menyebutkan sifat-sifatnya
saja seperti pengelola wakaf itu harus cerdas, terampil, dan bertanggung jawab.
Apabila pemberi wakaf menunjuk nadzir, maka wajib dipenuhi sesuai dengan
syarat yang diminta. Akan tetapi, apabila wakif tidak menunjuk atau
mensyaratkan nadzir, menurut ulama Mazhab Maliki dan Syafi”l, yang bertindak
sebagai nadzir adalah pihak penguasa, karena merekalah yang bertanggung jawab
terhadap pelayanan kepentingan umum. Menurut ulama Mazhab Hambali,
nadzirnya adalah orang yang menerima wakaf tersebut. menurut ulama mazhab
Hanafi, pengelolaan wakaf itu boleh dilakukan oleh wakif sendiri, baik ia
syaratkan dirinya sebagai nadzir atau tidak, boleh juga orang yang diberi wasiat
oleh wakif. Apabila tidak ada orang yang ditunjuk atau diawasi, maka nadzirnya

adalah pihak penguasa.
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Praktik kehidupan masyarakat, sebidang tanah telah diwakafkan Sebagai
akibatnya akan mempunyai kedudukan khusus, yakni terisolasinya tanah wakaf
tersebut dari kegiatan transaksi (jual beli, sewa beli, hibah, waris, penjaminan, dan
bentuk pengalihan hak lainnya). Sebagai akibatnya pula ia seolah-olah dapat
dikategorikan sebagai suatu rechtpersoon (badan hukum), yakni pribadi hukum,
yang mempunyai hak-hak dan kewajiban di dalam kehidupan hukum sebagai
subjek hukum. Dikatakan demikian, karena dari tata cara sampai kepada
pengurusnya, seluruh kegiatannya dalam masyarakat merupakan kegiatan harta
wakaf itu sendiri yang pelaksanaannya diwakili oleh nadzir. Agar harta wakaf
kelembagaannya tetap terpelihara dan tujuannya dapat terlaksana,

Benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau
penggunaan lain daripada yang dimaksudkan dalam ikrar wakaf, sesuai dengan
Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, “harta benda
wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita,
dihibahkan, dijual, diwariskan ditukar, atau dialinkan dalam bentuk pengalihan
hak lainnya”. Disinilah peran nadzir sangat diperlukan, sebagai pihak yang
memelihara dan mengamankan benda wakaf, untuk menjaga keberadaan dan
keutuhan serta fungsi dari wakaf itu sendiri, sehingga tidak menyimpang dari
keinginan wakif.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sangat jelas bahwa
keberadaan Nadzir sangat memiliki peran penting dalam pengelolaan dan
pengurusan tanah wakaf, sebab tidak jarang terjadi penyelewengan penggunaan
tanah wakaf karena tidak jelasnya siapa nadzir wakaf dan apa saja kewenangan
dari nadzir terhadap tanah wakaf yang dikuasainya. Oleh karena nadzir
merupakan orang yang berpengaruh keberadaannya, sebab dengan adanya nadzir
akan terwujud pengelolaan tanah wakaf yang tertib hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan gugatan yang telah di ajukan penggugat kepada tergugat
melalui Pengadilan Agama Giri Menang maka Majelis Hakim yang memeriksa
perkara tersebut melaksanakan musyawarah Majelis Hakim yang merupakan
perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu

perkara yang diajukan kepadanya dan sedang di proses dalam persidangan
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peradilan negeri yang berwenang. Tujuan diadakannya musyawarah Majelis
Hakim ini adalah untuk menyamakan persepsi agar terhadap perkara yang sedang
diadili itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuaan
hukum yang berlaku.

Sesuai dengan diktum dalam putusan Pengadilan Agama Giri Menang
tanggal 02 Juli 2014 Nomor 354/Pdt.G/2013/PN.Mdn dan putusan Pengadilan
Tinggi Agama Mataram, Nomor: 133/Pdt.G/2013/ PTA.MTR, tanggal 18
Desember 2013 pada diktum yang pertama adalah menerima gugatan penggugat
untuk sebagian. Hakim sesuai dengan tugasnya adalah memeriksa apakah dalil
yang dikemukakan oleh penggugat memang benar adanya dengan mengkonstantir
suatu perkara dan kemudian memilah-milah hukum yang akan diterapkan dalam
perkara tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan
mengkonstantir dengan melakukan berbagai pertimbangan hukum.

Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari dari putusan.
Pertimbangan berita analisis, argumentasi, pendapat, atau kesimpulan hukum dari
hakim yang memeriksa perkara. Analisis ini dilakukan berdasarkan Undang-
Undang pembuktian. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan
argumentasi yang aktif dan rasional. Dari hasil argumentasi itulah hakim
menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan
menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang
akan dituangkan dalam diktum putusan.

Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang telah disebutkan, maka
terbukti bahwa para penggugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah
bagian dari tanah wakaf Raden Nune Sukarah yang diwakafkan untuk Masjid
Jami’ Baitul Atiq Gerung seluas 943m2, tanah objek sengketa tersebut oleh para
tergugat dipecah menjadi 5 (lima) bagian, masing-masing menjadi 395 m2, 109
m2, 77 m2, 45 m2, 84 m2. Penguasaan objek sengketa oleh para tergugat tidak
sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan fakta hukum yang telah ada maka keputusan hakim untuk
menjatuhkan sanksi kepada para tergugat telah benar karena para tergugat

terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan tanah yang diwakafkan oleh
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Raden Nune Sukarah semasa hidupnya telah mewakafkan tanah obyek sengketa
seluas = 943 m? yang terletak di Lingkungan Bagu Kelurahan Gerung Utara,
Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat adalah tanah wakaf Masjid Jami’
Baital Atig Gerung.

Perbuatan para tergugat yang tidak mau untuk menyerahkan dan tidak
bersedia keluar dari tanah sengketa yang menurut para penggugat perbuatan para

tergugat dimaksud dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.

KESIMPULAN

Sebagai penutup tulisan ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan
sebagai berikut bahwa akibat hukum pemakaian hak atas tanah oleh pihak yang
tidak berhak di atas tanah wakaf, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan
melawan hukum. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 380 K/Ag/2014
bahwa pemakaian hak atas tanah oleh pihak yang tidak berhak di atas tanah wakaf
merupakan perbuatan melawan hukum sehingga siapa saja yang menguasai tanah
obyek sengketa yang merupakan tanah wakaf untuk mengosongkan dan
menyerahkannya sebagai tanah wakaf.

Perlindungan hukum terhadap penguasaan tanah wakaf oleh penerima
wakaf (nazhir) atas pembangunan sekolah untuk kepentingan bisnis di atas tanah
wakaf dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 380 K/Ag/2014 adalah nadzir
meminta secara baik-baik kepada para tergugat untuk mengembalikan dan keluar
dari tanah objek perkara tersebut karena tanah tersebut merupakan wakaf umat
Islam yang tidak boleh dimiliki secara pribadi tetapi para tergugat tidak bersedia
dan tidak mau untuk keluar dari tanah wakaf tersebut dengan alasan bahwa para
para tergugat adalah pemilik tanah dan bangunan yang dimaksud. Perbuatan para
tergugat yang tidak bersedia dan tidak mau untuk keluar dari tanah wakaf tersebut
dengan alasan bahwa para tergugat adalah pemilik tanah dan bangunan yang
dimaksud dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga
nadzir melakukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Pertimbangan hukum dalam Mahkamah Agung Nomor 380 K/Ag/2014
adalah para penggugat dalam mengajukan gugatannnya disertai dengan alasan
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yang cukup dan terbukti bahwa para tergugat melanggar ketentuan yang terdapat
dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sehingga hakim
menerima gugatan para penggugat dan menjatuhkan sanksi kepada para tergugat
yang terbukti melakukan perbuatan melawan untuk mengosongkan dan

menyerahkannya kepada para penggugat sebagai tanah wakaf.
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